
I. Pendahuluan  

Undang- Undang Sapu Jagat atau omnibus law merupakan suatu pengaturan yang subyeknya berbeda 

dimana bertujuan untuk mengoreksi, memangkas atau berpotensi mencabut berbagai undang-undang 

yang berbeda. Dapat diartikan bahwa, strategi atau gagasan pembuatan pedoman dengan menyatukan 

beberapa asas dengan berbagai substansi administrasi menjadi satu pedoman dalam satu undang-

undang merupakan definisi dari Omnibus Law . 

Banyaknya undang- undang yang tumpang tindih di Indonesia ini yang dapat dilihat dalam pasal 14 UU 

Ketenagakerjaan dituliskan bahwa lembaga pelatihan kerja menjadi pengawasan pemerintah 

kabupaten/kota, tetapi untuk perizinan berusaha diatur dalam keputusan menteri. Hal ini yang 

membuat terlalu banyak peraturan yang harus diterapkan, sehingga dalam UU Cipta Kerja coba untuk 

diselesaikan. Dalam Omnibus Law sendiri, ada tiga undang-undang atau dapat disebut UU yang telah 

diproklamirkan, mengingat UU tentang Cipta Kerja yang dapat disingkat menjadi UU Ciptaker, UU 

mengenai Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan dengan tujuan Penguatan Perekonomian, dan UU 

mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dari ketiga UU tersebut, UU Ciptaker adalah 

pembahasan yang sedang sangat hangat dibicarakan  dan  bahkan mendapat penolakan dari berbagai 

lapisan masyarakat di Indonesia. Publik memandang otoritas publik tidak lugas dan terlalu terburu-buru 

dalam mengesahkan undang-undang. Pembicaraan hukum yang dilakukan bahkan belum ada setahun. 

Dan juga ada beberapa pasal kontroversial yang dinilai serikat buruh hanya mementingkan investor . 

Tanpa inklusi daerah yang luas, cara penyusunan UU Ciptaker dengan memakai metode Omnibus law 

tidak menggambarkan standar atau standar pembuatan undang-undang yang layak. Karena pedoman 

tersebut tidak menggambarkan adanya pembatasan bagi masyarakat yang ingin memberikan kontribusi 

dalam pengembangan undang-undang dan pedoman . 

Presiden Joko Widodo menanggapi isu-isu yang menyebar mengenai UU Ciptaker dengan menjelaskan 

pemerintah mempercepat pembicaraan mengenai Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dikarenakan 

landasan hukum tersebut menjadi suatu hal yang penting untuk masyarakat. “Pertama, penduduk 

dengan usia yang baru akan bekerja kurang lebih 2,9 juta penduduk, para pemuda dimana memasuki 

dunia kerja setiap tahunnya. Jadi persyaratan untuk posisi baru sangatlah penting, apalagi di masa virus 

corona pengangguran mencapai 6,9 juta dan pekerja yang harus merasakan akibat dari adanya pandemi 

virus Corona mencapai 3,5 juta jiwa dan sekitar 87% masyarakat yang bekerja hanyalah mencapai 

pendidikan SMA dan bahkan kurang dari itu, yang mana masyarakat hanya lulusan sekolah dasar 

sebanyak 39%. Untuk itu penting mendukung pembentukan lapangan kerja, terutama pada bidang 

padat karya. Kesimpulannya, UU Ciptaker berarti memberikan sebanyak-banyaknya lowongan pekerjaan 

yang dapat diharapkan secara wajar bagi pencari kerja dan pengangguran”, kata Jokowi . 

Adanya misinformasi yang terjadi di masyarakat mengenai UU Ciptaker ini dikarenakan pemerintah 

kurang mengedukasi masyarakat mengenai tujuan dan Manfaat UU Ciptaker tersebut bagi masyarakat 

dan juga bagi negara. jika meneliti undang- undang ini lebih dalam maka masyarakat dapat mengetahui 

bahwa undang- undang ini sangat menguntungkan bagi Indonesia terutama dalam menarik investor. 

 



 

UU Ciptaker memiliki beberapa kelompok, salah satunya tentang ketenagakerjaan. bagian 

ketenagakerjaan, otoritas publik mencoba untuk memadukan ketiga undang-undang tersebut agar 

menjadi satu langkah yang sama agar dapat memberikan ruang agar dapat menyaksikan pedoman yang 

telah dilaksanakan tanpa harus merasa khawatir akan adanya pengaturan yang saling tidak sinkron dan 

membuat kerugian para investor itu sendiri . 

Untuk sampai pada tujuan mensejahterakan Indonesia, kemakmuran rakyat, dan berkeadilan perlunya 

negara agar mengupayakan hal-hal untuk memenuhi pilihan pemenuhan hak penduduk untuk bekerja 

dan penghidupan yang baik bagi umat manusia melalui penciptaan lapangan kerja tertuang dalam 

Undang-Unndang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai ketenagakerjaan bagian menimbang huruf (E). 

Indonesia butuh agar dapat meraih investor supaya berkeinginan menanamkan modalnya di Indonesia 

karena negara membutuhkan pemasukan untuk pembangunan. Dengan disahkannya UU Cipta kerja 

diharapkan bisa meraih atensi investor agar menyuntikkan modalnya dikarenakan kemudahan dan 

dukungan yang diberikan oleh pemerintah melalui UU Cipta Kerja. Meskipun UU Ciptaker ini lahir 

membawa banyak kericuhan tetapi di sisi lain Undang- Undang ini sangat penting untuk menarik 

investor. 

dari paparan diatas, menunjukkan penting bagi kita untuk meneliti : 

1. Bagaimana Urgensi Undang- Undang Cipta Kerja Dalam Menarik Investor Asing? 

Dengan tujuan memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai isi dan tujuan undang- undang 

dalam menarik investor asing ke Indonesia. 


